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NOTA KESEPAHAMAN

bpkp)
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR @ ) /2271 /5
NOMOR  : iCU-16/1/04, 2015
TENTANG

PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pada hari ini Jumat tanggal 6 bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat

di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. TJAHJO KUMOLO : Menteri Dalam Negeri, berkedudukan di Jalan
Merdeka Utara Nomor 7, karena jabatan dan
kedudukannya bertindak untuk dan atas nama
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2.  ARDAN ADIPERDANA : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka
Nomor 33 Jakarta, karena jabatan dan
kedudukannya bertindak untuk dan atas nama
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA

PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan Institusi yang menyelenggarakan urusan di bidang
Pemerintahan Dalam Negeri; dan

2. PIHAK KEDUA adalah Institusi yang memiliki peran pada bidang pengawasan
intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan
pembangunan nasional.

Dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

*'==0r 5495);
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SURAT HIMBAUAN

KOMIS! PEMBERANTASAN KORUPSI

REPUBLIK INDONESIA

Nomor . B. 75083/01-16/08/2016 3| Agustus 2016
Sifat . Penting

Hal . Himbauan terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa

Yth. Para Kepala Desa
di seluruh Indonesia

Pengelolaan Keuangan Desa termasuk Dana Desa merupakan bagian dari upaya

membangun kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) memandang penting pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan.

agar:

)l

2

Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada seluruh aparat pemerintah desa

Mematuhi seluruh peraturan tentang pengelolaan Keuangan Desa khususnya dalam
penggunaan Dana Desa dengan menghindari pengeluaran yang tidak sesuai
dengan peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum
dikemudian hari;

Memahami dengan baik dan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa
(Siskeudes) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk
pengelolaan Keuangan Desa;

Membuka ruang partisipasi aktif masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat
dalam perencanaan dan pelaksanaan atas pemanfaatan Keuangan Desa termasuk
Dana Desa;

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama-sama dengan Kementerian Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Dalam
Negeri melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
penggunaan Keuangan Desa khususnya Dana Desa;

JI. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Kuningan, Jakarta Selatan 12920
Telepon (62-21) 2557 8300, Faks. (62-21) 5289 2456, http/Avww.kpk.go.id
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5. Mendorong partisipasi masyarakat agar melakukan pengawasan dan melaporkan
informasi serta keluhan yang dianggap perlu terkait pena‘gunaan Keuangan Desa
khususnya Dana Desa kepada Satgas Desa - Kementerian Desa Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan menghubungi:

Telepon . 1500040
SMS : 0812 8899 0040 / 0877 8899 0040
Website : satgas.kemendesa.go.id

6. Memperbanyak surat himbauan ini dan menempelkannya di tempat-tempat strategis
misalnya di Kantor Desa atau di tempat-tempat lain yang mudah dibaca masyarakat.

Demikian untuk menjadi perhatian Bapak/lbu Kepala Desa dalam menjalankan
amanah pengelolaan Keuangan Desa termasuk Dana Desa secara baik dan benar.

Tembusan:

Yth, Menteri Koordi Pemb Manusia dan Kcbud
Yih Jaksa Agung Rl

Yth Kepala Kepolisian RI

Yth. Menteri Keuangan

Yth. Menteri Dalam Negen

Yth Menteri Desa Pembangunan Dacrah Tertinggal dan Transmigrasi
Yth. Kepala Badan Penga K gan dan [
Yth. Para Gubernur/Bupati/ Walikola

Yth. Deputi PIPM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
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SURAT EDARAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA

JI. Raya Pasar Minggu Km. 19 — 12072 Jakarta Selatan
Telepon: 021-7942373/74 Fax: 021-7995775

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal
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Jakarta, 30 November 2018

: 412.2/7374/BPD Yth. 1. Gubernur

: Penting 2. Bupati/Walikota

Lo Di

. Aplikasi Sistem Keuangan Desa Seluruh Indonesia
(SISKEUDES 2.0)

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Keuangan Desa yang
transparan, akuntabel dan partisipatif sebagaimana yang diamanatkan dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, sebagai perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) telah meresmikan aplikasi Sistem Keuangan Desa
(SISKEUDES 2.0) yang telah disesuaikan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diminta perhatian
Saudara atas hal-hal sebagai berikut:

1. Aplikasi SISKEUDES 2.0 merupakan aplikasi resmi Pemerintah yang
merupakan alat bantu dalam pengelolaan keuangan desa berbasis sistem
informasi yang bertujuan untuk memudahkan Pemerintah Desa dalam
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20
tahun 2018, yang dibangun dan dikembangkan oleh Tim
Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Sistem keuangan Desa Direktorat
Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri bersama
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.05-8366 Tahun 2018, tanggal
29 Oktober 2018 (terlampir).

2. Berkaitan dengan hal tersebut, aplikasi SISKEUDES 2.0 ini berlaku untuk
seluruh desa di Seluruh Indonesia secara bertahap. Selanjutnya, diminta
kepada Saudara Gubernur dan Bupati/Walikota untuk
mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerapan/pemanfaatan
aplikasi tersebut dalam pengelolaan keuangan desa, sebagai upaya untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;

3. Untuk mempercepat penerapan/pemanfaatan aplikasi SISKEUDES 2.0

diharapkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/tha untuk
memberikan dukungan pembiayaan melalui APBD masing-masing guna
melaksanakan sosialisasi ataupun bimbingan teknis bagi aparatur
Pemerintah Desa.
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4. Kantor Sekretariat Tim Bersama Pengembangan dan Penerapan Aplikasi
Sistem Keuangan Desa berkedudukan di Kantor Ditien Bina
Pemerintahan Desa, Kemendagri Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta
Selatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Subdit Sistem
Informasi Keuangan dan Aset Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset
Pemerintahan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri, melalui Saudara Sahrulyadi (0811860211) dan
Yurissa Hasnan P. (081381281741).

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerja sama yang baik,
diucapkan terima kasih.

Jenderal
rintahan Desa,

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai Laporan);

2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;

5. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

7. Kepala Kantor Staf Kepresidenan;

8. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;

9. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
10.Kepala Perwakilan BPKP Provinsi se-Indonesia.
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA

JI. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072, Telp.(021) 7942373-74
Faksimile (021) 7941942 www.kemendagri.qo.id
m

Jakarta, 28 Agustus 2019

Nomor 1 412,2/59%42/BPD Yth. 1. Gubernur

Sifat : Penting 2. Bupati/Walikota

Lampiran - di -

Hal . Rilis Terbaru Aplikasi Seluruh Indonesia
SISKEUDES 2.0.2

Dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Keuangan Desa yang
efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia telah merilis Aplikasi Sistem Keuangan Desa
(SISKEUDES 2.0.2).

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diminta perhatian
Saudara atas hal-hal sebagai berikut:

1. Aplikasi SISKEUDES 2.0.2 merupakan aplikasi resmi pemerintah yang
merupakan alat bantu berbasis sistem informasi yang bertujuan
untuk memudahkan Pemerintah Desa dalam Penatausahaan
Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.
Yang dibangun dan dikembangkan oleh Tim Bersama Pengembangan
dan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa, berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.05-8366 Tahun 2018,
tanggal 29 Oktober 2018.

2. Tim Bersama Pengembangan dan Penerapan Aplikasi SISKEUDES
2.0.2 telah melakukan perbaikan dan penambahan menu serta fitur
dalam aplikasi untuk mengakomodir interkoneksi Aplikasi SISKEUDES
2.0. dengan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (OM-SPAN), sehingga penyampaian laporan
penyerapan dan capaian output Dana Desa dalam mendukung
kelancaran penyaluran Dana Desa setiap tahapannya dapat dilakukan
secara efektif,

3. Untuk mendapatkan versi terbaru Aplikasi SISKEUDES 2.0.2 tersebut
dapat menghubungi Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset
Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, atau dapat

diunduh pada situs http://sikades.info/dokumen .

4, Berkaitan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara Gubernur
dan Bupati/Walikota untuk mengoordinasikan, memfasilitasi serta
memberikan dukungan pembiayaan percepatan penerapan Aplikasi

Optimized using SISKEUDES 2.0.2 dimaksud.
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5. Untuk informasi leblh lanjut dapat menghubungi Subdit Sistem
Informasi Keuangan dan Aset, Direktorat Fasilitasi Keuangan dan
Aset Pemerintahan Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kementerian  Dalam  Negerl, melalui Saudara Sahrulyadi
(0811860211) dan Yurissa Hasnan P. (081381281741).

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerja sama yang baik,
diucapkan terima kasih.

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;

4. Sekretaris Kabinet;

5. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);

6. Kepala Staf Kepresidenan;

7. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

9. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
10.Kepala Perwakilan BPKP Provinsi se-Indonesia.
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